
BUPATI PIDIE 
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE 
NOMOR 2 .4  TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PIDIE.

M enimbang: bahwa un tuk  melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun 
Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 
2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 
Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); i
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Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun 
Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 
2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 
Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 
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Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); J 
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); >
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 
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5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
nomor 6041); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hale 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hale 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 6847); 

tentang 
Republik 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); t.. 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 972);

24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 101);

25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 05);

26. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 
2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;

3. Bupati adalah Bupati Pidie;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK 
adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang 
ditetapkan dengan qanun. .
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 972); 

24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie 
Tahun 2019 Nomor 101); 

25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 05); 

26. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 
2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah 
Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 13). 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KASUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie; 
3. Supati adalah Bupati Pidie; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK 

adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang 
ditetapkan dengan qanun. l 
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 semula 
sebesar Rp 2.047.808.845.734 bertam bah/berkurang sebesar 
Rpl 19.201.586.969 sehingga menjadi Rp 2.167.010.432.703 dengan rincian 
sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 2.048.808.845.734
b . Bertam bah/ (berkurang) Rp (14.084.862.527)
Jum lah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.034.723.983.207

2. Belanja daerah
a. Semula Rp 2.047.808.845.734
b. Bertambah /(berkurang) Rp 119.201.586.969
Jum lah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.167.010.432.703
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (132.286.449.496)

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp 133.286.449.496
Jum lah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 133.286.449.496

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp_________________ 0
Jum lah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp_____ 1.000.000.000
Jum lah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 132.286.449.496

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 
tercantum  dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang 
Diklasifikasi M enurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBK M enurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Kabupaten;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus M enurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2023 semula 
sebesar Rp 2.047.808.845.734 bertambah/berkurang sebesar 
Rp119.201.586.969 sehingga menjadi Rp 2.167.010.432.703 dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp 2.048.808.845.734 
b. Bertambah/(berkurang) Rp (14.084.862.527) 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.034.723.983.207 

2. Belanja daerah 
a. Semula Rp 2.047.808.845.734 
b. Bertambah/(berkurang) Rp 119.201.586.969 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.167.010.432.703 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (132.286.449.496) 

3. Pembiayaan daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp 0 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 133.286.449.496 
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 133.286.449.496 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp 1.000.000.000 
2) Bertambah/(berkurang) p O 
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahanp 1.0OO.OOO.OOO 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 132.286.449.496 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0 

Pasal3 
Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Kabupaten; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; /,. 
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8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 m erupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Oktober_____ 2023 M

16 Rabi’ul Akhir 1445 H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Oktober_____ 2023 M

16 Rabi’ul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI P I D I E ^

Qfa/
WAHYUDI ADISISWANTO

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
-KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 9/1
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8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10.Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokurnen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pidie. 

Sigli 
31 Oktober 2023 M 
16 Rabi'ul Akhir 1445 H 

Pj. BUPATI PIDIE,& 
J-wAHYUDl�ANTO 

Diundangkan di : Sigli 
Pada tanggal : 3] Oktober 2023_M 

16 Rabi'ul Akhir 1445 H 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
lKABUPATEN PIDIE, 

<es7 
SAMSUL AZHAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 4 
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Ditetapkan di: 
Pada tanggal 


